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KABUPATEN NIAS

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KABUPATEN NIAS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa

BUPATI NIAS,

sehubungan dengan
perkembangan regulasi yang ada maka
Asumsi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias serta dalam
rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
maka Peraturan Bupati Nias Nomor 16

Mengingat

—

. bahwa berdasarkan

Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan;

pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias
tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Nias Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial;



7.

10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
TambahanLembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum,;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil;

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.07 /2008 tentang Hibah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74/PMK.07/2016 tentang
Penyelenggaraan Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri KeuanganNomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Wajib dan  Pillhan yang  Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;



32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan  Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah  Kabupaten Nias
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2016 Nomor 13 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah  Kabupaten Nias
Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019
Nomor 17 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Nias;

Menetapkan :

35.

36.

37.

PERATURAN BUPATI

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020;

Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun
2020;

Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :
NIAS TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NIAS NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN NIAS TAHUN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 82 Seri E), diubah
sebagai berikut :
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1.

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Nias Tahun 2020 disusun dengan
Sistematika sebagai berikut :

BAB1I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2019

BAB Il RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BABV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VII PENUTUP

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 September 2020

H KABUPATEN NIAS,

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 142 SERI: E
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